LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI
LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2017

BAB |. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Dinas Pertanian

Kabupaten Purbalingga didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain

sebagai berikut :

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten-
kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4484);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rencana Strategis
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan 2013 - 2018 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Pertanian
Tahun 2015 — 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 08 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016 — 2021,

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga

B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah,
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor

95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas

membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan
9 (Sembilan) Kepala Seksi serta 2 (dua) Kepala UPTD dan 18 BPP.

Adapun perincian Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, dan UPTD adalah

sebagai berikut :

Sekretariat dengan 3 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian

Umum dan Sub Bagian Keuangan;



- Bidang Tanaman Pangan dengan 3 Seksi yaitu Seksi Produksi Tanaman
Pangan, Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

- Bidang Bidang Perkebunan dan Hortikultura dengan 3 Seksi yaitu Seksi Produksi
Perkebunan dan Hortikultura, Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
dan Hortikultura dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan
Hortikultura;

- Bidang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan 3 Seksi yaitu Seksi
Benih/Bibit dan Produksi Peternakan, Seksi Kesehatan Hewan dan Seksi
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

- 2 UPTD yaitu UPTD Perbenihan dan UPTD Kesehatan Hewan;

- 18 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan;

- Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi,
Berdasarkan pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 95 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga, maka Dinas Pertanian mempunyai tugas:
1) membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang
menjadi kewenangan daerah meliputi :
a. Sub Urusan yaitu : Sarana Pertanian :
(a.1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian
(a.2) Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota
(a.3) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan ~ tanaman
(a.4) Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.
(a.5) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan
pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota.
(a.6) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang
sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
b. Sub Urusan yaitu : Prasarana Pertanian
(b.1) Pengembangan prasarana pertanian.
(b.2) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak
dalam Daerah kabupaten/kota
(b.3) Pengembangan lahan penggembalaan umum.
c. Sub Urusan yaitu : Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Verteriner
(c.1) Penjaminan kesehatan hewan,penutupan dan pembukaan daerah
wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota
(c.2) Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah
kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari

Daerah kabupaten/kota



(c.3) Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner
dalam Daerah kabupaten/kota.

(c.4) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat
veteriner.

(c.5) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

d. Sub Urusan yaitu : Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
(d.1) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota

€. Sub Urusan yaitu : Perizinan usaha pertanian.

(e.1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah
kabupaten/kota

(e.2) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas
pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong
hewan

(e.3) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat
hewan.

2) Selain mempunyai tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pertanian juga
membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas

Pertanian mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Pertanian meliputi Bidang Tanaman Pangan,
Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pertanian meliputi bidang
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan
Kesehatan Hewan;

3. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pertanian Bidang Tanaman Pangan,
Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian Bidang Pertanian
meliputi Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ;

6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian,;
Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Jumlah ASN .292 Orang orang
terdiri dari PNS 188 Orang PTT 30 Orang PPL THL 75 Orang, serta di Dukung PNS
Provinsi Jawa Tengah yang bertugas di Kabupaten Purbalingga selaku Petugas

Pengamat Hama (PHP) 14 Orang adapun perinciannya sebagai berikut.



Tabel 1.1
Jumlah PNS, CPNS dan PTT Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2017
Status Kepegawaian %
No Pendidikan PNS CPNS PTT PNS Jumlah
Dpb

1 SD - - 1 - 1 0,34
2 SMP 6 - - - 6 2.05
3 SMA 13 9 60 - 82 28,08
4 D3 29 29 19 - 77 26.37
5 S1 89 10 24 - 123 42,12
6 S2 3 - - - 3 1.03

Jumlah 140 48 104 - 292 100,0

Tabel 1.2
Pegawai Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2017
Status Kepegawaian Jumlah %
No Golongan
PNS CPNS PNS

1 Gol | 3 - 3 1.60
2 Gol Il 15 38 53 28.19
3 Gol lll 105 10 115 61.17
4 Gol IV 17 - 17 9,04

Jumlah 140 48 188 100,0

Tabel 1.3

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural

Tahun 2017
No Tingkat Diklatpim Jumlah
1 I -
2 Il 1
3 I 2
4 Y 16
Jumlah 19
Tabel 1.4
Data Pegawai Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Esselon
Tahun 2017
No Tingkat Esselon Jumlah
1 Ila -
2 b 1
3 Il a 1
4 b 3
5 IVa 14
6 IV b 2
Jumlah 21




Tabel 1.5
Pembagian Staf Dinas Pertanian Kabupaten
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tahun 2017

No Jabatan Jumlah Jumlah Staf
Pejabat (Orang)
(Orang)

1 | Kepala Dinas 1

2 | Sekretaris Dinas 1

3 | KaSubag Perencanaan 1 5

4 | KaSubag Umum 1 15

6 | KaSubag Keuangan 1 4

7 | Bidang Tanaman Pangan 1

8 | Seksi Produksi Tanaman Pangan 1 3

9 | Seksi Perbenihan dan 1 4
Perlindungan Tanaman Pangan

10 | Seksi Pengolahan dan 0 4
Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan.

11 | Bidang Perkebunan dan 1
Hortikultura

12 | Seksi Produksi Perkebunan dan 1 5
Hortikultura,

13 | Seksi Perbenihan dan 1 5

Perlindungan Perkebunan dan
Hortikultura

14 | Seksi Pengolahan dan 1 3
Pemasaran Hasil Perkebunan dan
Hortikultura

15 | Bidang Bidang Peternakan dan 1
Kesehatan Hewan
16 | Seksi Benih/Bibit dan Produksi 1 9
Peternakan
17 Seksi Kesehatan Hewan 1 5
18 | Seksi Kesehatan Masyarakat 1 4

Veteriner, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Peternakan

19 | UPTD Perbenihan 1 9
20 | UPTD Kesehatan Hewan 1 10
21 | 18 BPP (Balai Penyuluhan 18 6

Pertanian) Kecamatan.
22 | Kelompok Jabatan Fungsional 112 75

C. Daftar asset yang dikelola
Aset yang di kelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga meliputi Tanah/Kebun,

Gedung/Kantor dan Sarana Prasarana Kantor yang meliputi, 65 Jenis barang



Tabel 1.6

Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jenis,

Jumlah dan Kondisi Tahun 2017

Keadaan Barang

Jenis Barang/Nama Jumlah
No Barang Barang
B KB RB
1 Gedung 12 8 4 -
2 Kendaraan Roda 4 6 4 1 1
3 Kendaraan Roda 2 53 25 28 -
4 Komputer 24 12 12 -
5 Laptop 8 4 - 4
6 Printer 23 12 11 -
7 Handycam 1 - - -
8 Camera Digital 4 4 - -
9 Kursi Lipat 150 130 20 -
10 Kursi Tamu/Meja Tamu 7 7 - -
11 Kursi Kayu 64 30 34 -
12 Kursi Putar 25 12 13 -
13 Meja Tulis 6 6 - -
14 Meja Komputer 15 - 15 -
15 Meja Telephone 1 1 - -
16 Meja Tambahan - - - -
17 Meja Rapat Pim. - - - -
19 Meja Rapat 42 42 - -
20 Filing Kabinet 30 22 18 -
21 Rak Buku 3 3 - -
22 | Telephone 1 1 - -
23 | Telephone Lokal 14 14 - -
24 Lemari 62 26 36 -
25 Rak Besi - - - -
26 Kursi Rapat 189 189 - -
27 Lemari Es 3 3 - -
28 |VCD 7 7 - -
29 | TV 14 9 5 -
30 Mesin Pompa Air 4 4 - -
31 Mesin Potong Rumput 1 1 - -
32 Peti Uang 3 3 - -
33 Vacum Cleaner - - - -
34 | White Board Electric - - - -
35 Mesin Tik Manual 17 - 17 -
36 White Board 7 7 - -
37 | OHP 9 - 9 -
38 Wireless 8 - 8 -
39 Mesin Tik Electric - - - -
40 Plotter - - - -
41 Radio - -
42 Podium - - - -
43 Stabilizer - - - -
44 | AC 4 4 - -
45 Lemari Data 10 7 3 -
46 | Jam Dinding - - - -
47 Rak Arsip 5 5 - -
48 Screen - - - -
49 Peta 2 2 - -
50 Kipas Angin 1 1 - -
51 Foto Presiden/ Wakil 1 1 - -
52 Lambang Garuda 1 1 - -




53 Dispenser 1 1 - -
54 | UPS - - - -
55 Scanner - - - -
56 Projector 1 1 - -
57 Faximile 1 1 - -
58 Sound System - - - -
59 Voice Recorder - - - -
60 Finger Print - - - -
61 Fasilits Internet 1 - - -
62 | GPS 4 4 - -
63 | Altimeter - - - -
64 | Telekompren - - - -
65 Komputer Tablet 1 1 - -

4. Kondisi Ekonomi Potensi Sektor Pertanian.
1. Bidang Tanaman Pangan
Tabel Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017
No. Jenis Tanaman Pangan Produksi (Ton) / Unit
1 | Padi 249.691
2 Jagung 39.339
3 Kedelai 221
4 | Ubi Kayu 74.159
5 Power Thresher 937
6 Pemipil Jagung 43
7 Rice Mill Unit 451
2. Bidang Perkebunan dan Hortikultura
No. Jenis Tanaman Perkebunan dan Produksi (Ton)
Hortikultura
1 Kapulaga 12,16
2 Kopi 578
3 Lada 175
4 Kelapa dalam 12.654
5 Kelapa deres 53.130
6 | Cengkeh 56
7 Glagah arjuna 698
8 Nilam 710
9 | Tebu 929
10 | Karet 126
11 | Kentang 3.855
12 | Kobis 3.223
13 | Wortel 1.990
14 | Stroberi 458
15 | Cabai besar 719
16 | Cabai rawit 572
17 | Duku 7.567
18 | Durian 3.771
19 | Pisang 14.048
20 | Nanas 408
21 | Pepaya 4.777
22 | Manggis 716




3. Bidang Peternakan

Jenis produksi bidang peternakan

Produksi (Ton/liter)

Produksi olahan susu

No.
1 | Sapi 1.224
2 Kerbau 1,18
3 Kambing 277,26
4 Domba 81,1
5 Kelinci 0,77
6 | Babi 3,75
7 | Ayam layer 46.758
8 | Ayam broiler 4.611.863
9 | Ayam buras 8.233.678
10 | Itk 18.834
11 | Burung puyuh 9.555
12 | Angsa 72
13 | Entog 5.088
14 | Merpati 1.527
15 | Susu 288.249
16 | Telur 12.314
17 | Produksi olahan daging 429
18 | Produksi olahan telur 92.286
19

95.849




BAB II.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

1. Rencana strategis ( RENSTRA ) Dinas Pertanian 2017 — 2021, mendukung Visi
Kabupaten Purbalingga adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA
SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

2. Misi, Untuk Sektor Pertanian mengemban tugas untuk mensukseskan Misi Ke. 5 ( lima
) vyaitu; Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan
mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan
manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi
pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan

iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja.

3. Tujuan, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Misi 5 (lima) :
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong
simpul-simpul perekonomian utamanyaindustri pengolahan dan manufaktur,
perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan
dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk
pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

4. Sasaran Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Jangka menengah yang ingin di capai pada

Sektor Pertanian, Meningkatnya kemandi rian dan daya saing Sektor Pertanian ;

S5 CAPAIAN
6 SASARAN INDIKATOR SATUAN KINERJA
KINERJA Awal Akhir
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya ProduksiPDRB Sektor Triliun Rupiah 4,9 6,9
dan Nilai Tambah Pertanian
Sektor Pertanian
Produksi padi Ton 249.69 269.05
Produksi jagung ton 39.339 41.759
Produksi kedele ton 221 235
Produksi daging ton 14.346 15.229

7. Strategi untuk mencapai sasaran.
1). Optimalisasi lahan untuk pengembangan komoditas pertanian bernilai tambah tinggi
yang sesuai dengan karakteristik agro ekologi wilayah

2). Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan

8. Arah Kebijakan,
1). Introduksi teknik dan teknologi budi daya pertanian yang unggul
2). Pengembangan hortikultura / buah - buahan untuk substitusi impor

3). Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ternak
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BAB lIl.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ngelolaan Pendapatan Daerah.
UPT Perbenihan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Restribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah dengan obyek pendapatan daerah.
a. Target dan Realisasi,
UPT Perbenihan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 531.000.000,-
Realisasi Rp. 533.385.500,- (100,45%)
b. Permasalahan dan Solusi.

Tidak ada permasalahan

UPT Puskewan

a. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 76.650.000,-
Realisasi Rp. 72.600.000,- (94,72 %)

Permasalahan dan Solusi.

Tidak ada permasalahan

ngelolaan Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung,
Belanja Pegawai, untuk Gaji Pegawai Anggaran sebesar Rp. 12.882.800.000,-
realisasi sebesar Rp11.707.683.643,- atau .90,88%.
Belanja Langsung,
Belanja Langsung digunakan untuk belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal,
Dinas Pertanian sebesar Rp. 8.125.661.00,- Realisasi sebesar Rp.7.642.062.178,-
atau 94,05 %.
Tabel 3.2

Target dan Realisasi Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

Sumber Dana APBD Tahun 2017

No Program/Kegiatan Anggs)ran Realisasi (Rp) %
I Program Penguatan

Kelembagaan Perangkat
Daerah

1, | Penyediaan Bahan dan Jasa 875.639.000 637.167.332 | 80,21
Perkantoran

2. | Rapat-Rapat Koordinasi dan 215.080.000 108.292.451 | 89,09
Konsultasi
Penyusunan Dokumen

3. Perencanaan dan Laporan 15.000.000 13.350.000 89,09
Kinerja SKPD
Pengelolaan BPP Kecamatan 188.000.000 156.356.000 83,17
Pengelolaan UPTD Wilayah 0,00 0,00 0,00

g. | Pemeliharaan Sarana dan 426.454.000 292.444.250 | 68,58
Prasarana Kantor

7. | Pengadaan Sarana dan 121.750.000 121.750.000 | 100,00
Prasarana Kantor




Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai

15.000.000

14.591.500

97,28

Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas,
Mutu Produk Pertanian
Tanaman Pangan,
Hortikiultura dan
Perkebunan

Pengelolaan UPTD Perbenihan

320.250.000

295.138.324

92,16

10.

Fasilitas Program WISMP

33.000.000

32.600.000

98,79

11.

Peningkatan Produksi
Tanaman Perkebunan
(Cengkeh)

98.000.000

97.664.500

99,66

12.

Perlindungan Tanaman

63.000.000

62.724.500

99,56

13.

WISMP

72.000.000

71.686.000

99,56

14.

Pengembangan Produksi
Tanaman Lada

78.750.000

78.454.000

99,62

15.

Pengembangan Produksi
Tanaman Kelapa

157.500.000

157.295.000

99,87

16.

Fasilitas Peningkatan
Produktifitas Budidaya Jamur
Konsumsi (DBH-CHT)

52.500.000

51.040.150

97,22

17.

Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Pajale dalam
mendukung UPSUS
Swasembada Pangan

268.750.000

268.432.834

99,88

18.

Demplot Budidaya Rendah
Emisi

52.500.000

52.500.000

100,00

19.

Uji Coba Budidaya Bawang
Merah

150.000.000

149.744.250

99,83

20.

Festival Hasil Pertanian

65.000.000

64.350.000

99,00

21.

Bantuan Bibit, Alsintan dan
Obat Pertanian Bagi Petani

250.000.000

249.771.500

99,91

Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Prasarana Produksi
Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

22.

Penyediaan Infrastruktur
Pertanian (DAK)

1.056.780.000

1.055.195.500

99,85

23.

Pendampingan Bantuan
Sarana dan Prasarana
Pertanian (PSP)

72.500.000

66.029.283

91,07

24,

Penyediaan Infrastruktur
Pertanian

1.640.000.000

1.634.862.000

99,69

Program Peningkatan Nilai
Tambah, Daya Saing dan
Pemasaran Produk Pertanian
Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan

25.

Promosi Produk Pertanian,
Hortikultura Perkebunan dan
Kehutanan

75.000.000

74.791.249

99,72

Program Peningkatan
Kualitas SDM dan
Kelembagaan Petani

26.

Fasilitasi Pembuatan Media
Penyuluhan

33.000.000

33.000.000

100,00




Fasilitasi Pengembangan

27. | Usaha Agribisnis Perdesaaan 33.000.000 31.887.000 96,63
(PUAP)
Pembinaan dan
28. | Pengembangan Kelembagaan 70.539.000 70.534.525 99,99
Petani
pg. | Penguatan Kapasitas SDMdan | ;5 45 500 155.378.756 | 99,60
Kelembagaan Petani
30, | Fercontohan Pemanfaatan 55.000.000 55.000.000 | 100,00
Lahan BPK
Pendampingan Penyusunan
31. | RDKK Pupuk Bersubsidi dan 265.672.000 137.961.200 | 51,93
Penerbitan Kartu Tani
VI. Program Kaji Terap Teknolgi
Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
Pengembangan Pertanian
32. Organik (DBHCHT) 165.000.000 164.698.179 | 99,82
VILI. Program Pengembangan
Penyelengaraan Penyuluhan
Pertanian
Penyusunan Program
33. Penyuluhan 76.695.000 69.905.000 | 91,15
34, | Pengembangan Metodelogi 100.000.000 99.995.000 | 100,00
Penyuluhan
VIIl. | Program UPSUS PAJALE
Pendamping Usus Pajale
35. | Tingkat Kabupaten 216.462.000 196.157.415 | 90.62
Purbalingga (BPPKP)
IX. Program Peningkatan
Produktivitas dan Kualitas
Produk Pertenakan
36, | Peningkatan Layanan 70.000.000 46.056.000 | 65,79
Inseminasi Buatan (IB)
37. | Kontes Ternak 57.000.000 56.500.000 | 99,12
3g, | engembangan Teknak 75.000.000 74.105.000 | 98,81
Domba
Pelatihan dan Magang
39. Pertenak/Pelaku Usaha 75.000.000 68.209.000 90,95
Pertenakan (DBH-CHT)
40. | Pembinaan dan Fasilitasi 50.000.000 49.205.000 | 98,41
Kelompok Pertenak
41. Pendataan Pertenakan 20.000.000 19.439.000 97,20
Gerakan Mengkonsumsi
42. Pangan Asal Hewan (PAH) 50.000.000 49.927.850 | 99,86
X Program Peningkatan
' Keswan Dan Kesmavet
43, | Pencegahan dan Pengendalian | 45 544 gog 44.882.500 | 99,74
Penyakit Hewan
Pembinaan Kesehatan
44, Masyarakat Veteriner 16.835.000 16.835.000 | 100,00
45, Pengelolaan UPT Puskeswan 82.500.000 72.600.000 88,00
4. | Pengelolaan Rumah Potong 30.500.000 30.483.500 | 99,95
Hewan
XI. Program Pengolahan dan
Pemasaran Produk
Pertenakan
47, | Pembinaan dan Promosi PPHP 20.000.000 19.940.750 | 99,70

Pertenakan




JUMLAH

8.125.661.000

7.642.062.178

94,05

Tabel. 3.3

Target dan Realisasi Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pertanian

Kabupaten Purbalingga Sumber Dana APBN Tahun 2017

No Program/Kegiatan Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) %
1. | Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
2. | Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
3. | Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian

JUMLAH




BAB IV.
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Wajib Yang di Laksanakan.
1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga belum memiliki Standar Pelayanan Minimal

(SPM), tidak melaksanakan urusan wajib yang dilaksanakan adalah urusan Pilihan :

B. Urusan Pilihan Yang dilaksanakan.
1. Urusan Pertanian,

IKK Urusan Pertanian meliputi,

- Produktivitas Padi atau bahan pangan utama di Kabupaten Purbalingga, tingkat
capaian kinerja untuk Produktivitas Padi target sebesar 254.711 Ton, realisasi
sebesar 237.886,6 Ton atau 93,39 %

- Produktivitas Jagung, target sebesar 40.130 Ton, realisasi sebesar 52.150,5 Ton,
atau 129,5 %

- Produktivitas Kedelai, target sebesar 225 Ton, realisasi sebesar 126,20 Ton, atau
56,09 %.

- Produksi Daging target. 14.634 Ton, realisasi sebesar. 13.721,1 atau. 93,76 %

C. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017
1. Program Penguatan Kelembagaan Daerah
a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan alokasi anggaran Rp.
875.639.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 702.392.162,- (80,21 %) untuk
terlaksananya operasional kantor seperti; Alat Tulis Kantor, Telp, Listrik, Honor
PTT dan Harlep, Belanja perlengkapan kebersihan, bendera, umbul-umbul, gas,
makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu serta jasa transaksi
keuangan.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan
- Tidak hal yang perlu dilaporkan
b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan alokasi anggaran Rp.
215.080.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.617.801,- (89,09 %) untuk
membiayai perjalanan dalam dan luar daerah, rapat-rapat, koordinasi, konsultasi
dalam dan luar daerah dengan instansi vertikal provinsi dan kementrian Pertanian
dan Kehutanan, sedangkan perjalanan dinas dalam daerah untuk koordinasi dengan
SPKD terkait di daerah.

Permasalahan;



- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan alokasi anggaran Rp.
426.454.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 292.444.250,- (68,58 %) untuk
kegiatan pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, pengadaan suku cadang
roda 4 dan roda 2 sebanyak 115 buah, bahan bakar minyak 20.000 Iliter,
perpanjangan STNK 49 unit, pemeliharaan gedung 2 unit dan pemeliharaan
peralatan kantor 15 unit.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan alokasi anggaran Rp.
121.750.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 121.750.000,- (100%) digunakan
untuk kegiatan pengadaan sepeda motor 1 unit, AC split 5 unit, Notebook 4 buah,
Hardisk external 1 buah, wireless portable 1 unit, pengadaan printer 8 unit, LCD 1
unit, dan peralatan internet 1 paket.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan alokasi anggaran Rp.
15.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.591.500,- (97,28 %) digunakan
diklat pengadaan barang dan jasa untuk 4 orang dan diklat penyuluhan.
Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran Rp.
15.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.350.000,- (89,00 %) digunakan
untuk kegiatan penyusunan, Renja, LKPJ dan LKJIP masing masing 5 buku serta
belanja makanan dan minuman RAKOR POK.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan



2. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman

Pangan

a. Pengelolaan BPP Kecamatan
Kegiatan Pengelolaan BPP Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp. 188.000.000,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 156.356.000,- (83,17 %) digunakan untuk
operasional dan pengelolaan BPP Kecamatan sebanyak 18 BPP.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
Tidak hal yang perlu dilaporkan

b. Pengelolaan UPTD Perbenihan
Kegiatan Pengeloaan UPTD Perbenihan dengan alokasi anggaran Rp.
320.250.000,- dan realisasi anggaran Rp. 295.138.324,- (92,16 %) digunakan untuk
kegiatan Pengelolaan Balai Benih Padi Mewek, 19 Ha, Balai Benih Padi
Karangkemiri, 7 Ha, Kebun Induk Perkebunan Cendana 2, Ha, menghasilkan benih
padi dan hasil tanaman perkebunan. Dengan hasil Restribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah dari Target sebesar Rp. 531.000.000,00 Realisasi Rp. 533.385.500,-
(100,45%)
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

c. Perlindungan Tanaman
Kegiatan Perlindungan Tanaman dengan alokasi anggaran Rp. 63.000.000 dan
realisasi anggaran Rp. 62.724.500,- (99,56 %) digunakan untuk kegiatan
pengendalian OPT Tanaman di Kabupaten Purbalingga, penggadaan obat-obatan
sebanyak 1 paket.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

d. WISMP
Kegiatan WISMP dengan alokasi anggaran Rp. 72.000.000,- dan realisasi anggaran
Rp. 71.686.000,- (99,56 %) untuk kegiatan pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A
sebanyak 6 GP3A.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan



e. Fasilitasi Program WISMP
Kegiatan Fasilitasi Program WISMP dengan alokasi anggaran Rp. 33.000.000,- dan
realisasi anggaran Rp. 32.600.000,- (98,79) untuk pembelian sepeda motor
sebanyak 2 buah.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

f. Pendampingan dan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pajale Dalam Rangka
Mendukung Program UPSUS.
Kegiatan Pendampingan dan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pajale Dalam
Rangka Mendukung Program UPSUS dengan alokasi anggaran Rp. 268.750.000,-
dan realisasi anggaran Rp. 268.432.834,- (99,88 %) untuk LTT, FFD, peningkatan
provitas pajale dan premi asuransi 5.000 ha.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

g. Demplot Budidaya Rendah Emisi
Kegiatan Demplot Budidaya Rendah Emisi dengan alokasi anggaran Rp.
52.500.000,- dan realisasi anggaran Rp. 52.500.000,- (100 %) digunakan untuk
pembuatan padi rendah emisi sebanyak 1 paket.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

h. Bantuan Bibit, Alsintan dan Pupuk Organik Bagi Masyarakat.
Kegiatan Bantuan Bibit, Alsintan dan Pupuk Organik Bagi Masyarakat dengan
alokasi anggaran Rp. 250.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 249.771.500,-
(99,91 %) digunakan bantuan bibit hortikultura, tanaman pangan, turus jalan,
lasintan dan pupuk organik sebanyak 36 paket.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

i. Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAK)
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAK) dengan alokasi anggaran Rp.
1.056.780.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.055.195.500,- (99,85 %) digunakan
untuk pembangunan dam parit sebanyak 7 paket.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;



- Tidak hal yang perlu dilaporkan

Pendampingan Bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

Kegiatan Pendampingan Bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dengan
alokasi anggaran Rp. 72.500.000,- dan realisasi anggaran Rp. 66.029.283,- (91,07
%) digunakan untuk verifikasi CPCL, Rapat Koordinasi dan Monev Kegiatan PSP
APBN TP sebanyak 12 kali.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan
. Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAU)

Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAU) dengan alokasi anggaran Rp.
1.640.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.634.862.000,- (99,69 %) digunakan
untuk pembangunan Jalan Usahatani 12 paket dan pembangunan jaringan irigasi
tersier 1 paket.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

Fasilitasi Pembuatan Media Penyuluhan

Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Media Penyuluhan dengan alokasi anggaran Rp.
33.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 33.000.000,- (100 %) digunakan untuk
Peningkatan pengetahuan SDM Pertanian melalui siaran pedesaan, DVD, leaflet,
buletin penyuluhan sebanyak 48 kali.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan
. Fasilitasi Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Media Penyuluhan dengan alokasi anggaran Rp.
33.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 31.887.000,- (96,63 %) digunakan untuk
pelatihan bintek PUAP 1 kali, rapat-rapat dan perjalanan dinas.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan
. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dengan alokasi
anggaran Rp. 70.539.000,- dan realisasi anggaran Rp. 70.534.525,- (96,99 %)
digunakan untuk lomba penyuluh, pelaku usaha dan pelakuutama sebayak 10
kejuaran, serta pembinaan penyuluhan.

Permasalahan;



- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani.

Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani dengan alokasi
anggaran Rp. 156.005.000,- dan realisasi anggaran Rp. 155.378.756,- (99,60 %)
digunakan untuk fasilitasi temu teknis gapoktan 3 kali, kunjungan lapang 1 kali, apel
siaga penyuluh 1 kali dan pembinaan kelompok tani 36 kali.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

. Percontohan dan Pemanfaatan Lahan BPP

Kegiatan Percontohan dan Pemanfaatan Lahan BPP dengan alokasi anggaran Rp.
55.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 55.000.000,- (100,00 %) digunakan untuk
media belajar teknologi budidaya bagi penyuluh dan petani di 18 BPP.
Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

. Pendampingan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dan Penerbitan Kartu
Tani.

Kegiatan Pendampingan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dan Penerbitan
Kartu dengan alokasi anggaran Rp. 265.672.000,- dan realisasi anggaran Rp.
256.051.900,- (96,38 %) digunakan untuk Pendampingan dan Penyusunan RDKK
dan penerbitan kartu tani di 239 desa.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

. Pengembangan Pertanian Organik (DBH-CHT)

Kegiatan Pengembangan Pertanian Organik (DBH-CHT) dengan alokasi anggaran
Rp. 165.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 162.328.179,- (98,38) digunakan
untuk pelatihan pertanian organik 2 kali, bantuan paket pertanian organik 5 paket.
Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian dengan alokasi anggaran
Rp. 76.695.000,- dan realisasi anggaran Rp. 76.395.000,- (99,61 %) digunakan

untuk Penyusunan programa penyuluhan kecamatan 18 dokumen, penyusunan



programa penyuluhan kabupaten 1 dokumen dan rapat-rapat penyusunan programa
penyuluhan.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

t. Pengembangan Metodologi Penyuluhan
Kegiatan Pengembangan Metodologi Penyuluhan dengan alokasi anggaran Rp.
100.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 99.995.000,- (99,99 %) digunakan untuk
temu teknis 3 kali, diklat bagi petani 25 orang, percontohan 4 sektor.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

u. Pendampingan UPSUS Pajale Tingkat Kabupaten Purbalingga (BPPKP)
Kegiatan Pendampingan UPSUS Pajale Tingkat Kabupaten Purbalingga (BPPKP)
dengan alokasi anggaran Rp. 216.462.000,- dan realisasi anggaran Rp.
196.157.415,- (90,62 %) digunakan untuk temu teknis tingkat kecamatan, demplot,
latihan dan kunjungan, rembung tani, FFD, penyusunan RKTP, bintek, penumbuhan
dan pengembangan koptan, rapat koordinas upsus pajale di 18 BPK.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

3. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura

a. Fasilitasi Peningkatan Produktivitas Budidaya Jamur Konsumsi
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Produktivitas Budidaya Jamur Konsumsi dengan
alokasi anggaran Rp. 52.500.000,- dan realisasi anggaran Rp. 51.040.150,- (97,22
%) digunakan untuk pelatihan budidaya jamur merah 20 orang, dan study banding
ke Cianjur 27 orang.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

b. Ujicoba Budidaya Bawang Merah
Kegiatan Ujicoba Budidaya Bawang Merah dengan alokasi anggaran Rp.
150.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 149.744.250,- (99,83 %) digunakan untuk
demplot budidaya bawang merah 2 ha.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;



- Tidak hal yang perlu dilaporkan
c. Festival Hasil Pertanian
Kegiatan Festival Hasil Pertanian dengan alokasi anggaran Rp. 65.000.000,- dan
realisasi anggaran Rp. 64.350.000,- (99,00 %) digunakan untuk lomba buah, festival
hasil pertanian, pameran hari jadi, pasar murah.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan
d. Promosi Produk Pertanian, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan
Kegiatan Promosi Produk Pertanian, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan
dengan alokasi anggaran Rp. 75.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 74.791.249,-
(99,72 %) digunakan soropadan agro expo sebanyak 2 kegiatan.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

4. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan

a. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Cengkeh)
Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Cengkeh) dengan alokasi
anggaran Rp. 98.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 97.664.500,- (99,66 %)
digunakan untuk kegiatan pengadaan bibit cengkeh 5.350 batang dan pupuk
organik 5.350 kg.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

b. Pengembangan Produksi Tanaman Lada
Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Lada dengan alokasi anggaran Rp.
78.750.000,- dan realisasi anggaran Rp. 78.454.000,- (99,62 %) digunakan untuk
kegiatan pengadaan bibit lada 10.500 batang dan pupuk organik 10.500 kg.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

c. Pengembangan Produksi Tanaman Kelapa
Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Kelapa dengan alokasi anggaran Rp.
157.500.000,- dan realisasi anggaran Rp. 157.295.000,- (99,87 %) digunakan
untuk kegiatan pengadaan bibit Kelapa 6.750 batang dan pupuk organik 10.125 kg.
Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan



Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan
5. Program Pengembangan Budidaya Peternakan

a. Peningkatan Layanan Inseminasi Buatan (IB)
Kegiatan Peningkatan Layanan Inseminasi Buatan (IB) dengan alokasi anggaran
Rp. 70.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 46.056.000,- (65,79 %) digunakan
untuk peningkatan jumlah akseptor IB, dan pelayanan IB.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

b. Pengembangan Ternak Kambing Kejobong/Domba
Kegiatan Pengembangan Ternak Kambing Kejobong/Domba dengan alokasi
anggaran Rp. 75.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 74.105.000,- (98,41 %)
digunakan untuk pengadaan ternak kambing 25 ekor.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

c. Pelatihan dan Magang Petermak/Pelaku Usaha Peternakan
Kegiatan Pelatihan dan Magang Petermak/Pelaku Usaha Peternakan dengan
alokasi anggaran Rp. 75.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 74.105.000,- (90,95
%) digunakan untuk pelatihan peternak 125 ekor.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

d. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Peternak
Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Peternak dengan alokasi anggaran
Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 49.205.000,- (98,41 %) digunakan
untuk pembinaan kelompok sebanyak 18 kelompok.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

e. Pendataan Peternakan
Kegiatan Pelatihan dan Magang Petermak/Pelaku Usaha Peternakan dengan
alokasi anggaran Rp. 20.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 19.439.000,- (97,20
%) digunakan untuk pendataan peternakan dan dicetak 20 jilid buku.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;



- Tidak hal yang perlu dilaporkan

6. Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan

a. Kontes Ternak
Kegiatan Kontes Ternak dengan alokasi anggaran Rp. 57.000.000,- dan realisasi
anggaran Rp. 56.500.000,- (99,12 %) digunakan untuk menyeleksi ternak sapi PO
dan campuran Amerika jantan dan betina sebanyak 60 ekor.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

b. Gerakan Mengkonsumsi Pangan Asal Hewan (PAH)
Kegiatan Gerakan Mengkonsumsi Pangan Asal Hewan (PAH) dengan alokasi
anggaran Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 49.927.850,- (99,26 %)
digunakan untuk tersedianya pangan hewan terdiri dari daging sapi 200 kg, telur
ayam 300 kg, dan susu 2.000 cup.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

c. Pengelolaan UPT Puskeswan
Kegiatan Pengelolaan UPT Puskeswan dengan alokasi anggaran Rp. 82.500.000,-
dan realisasi anggaran Rp. 72.600.000,- (88,00 %) digunakan untuk penanganan
ternak besar 900 ekor, ternak kecil 1.500 ekor dan ayam 750 ekor.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

d. Pengelolaan Rumah Potong Hewan
Kegiatan Pengelolaan Rumah Potong Hewan dengan alokasi anggaran Rp.
30.500.000,- dan realisasi anggaran Rp. 30.483.500,- (99,95 %) digunakan untuk
pemeriksaan hewan sejumlah 2.555 ekor.
Permasalahan;
- Tidak ada permasalahan
Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

e. Pembinaan dan Promosi PPHP Peternakan
Kegiatan Pembinaan dan Promosi PPHP Peternakan dengan alokasi anggaran Rp.
20.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 19.940.750,- (99,70 %) digunakan untuk
peltaihan peternak 20 orang.
Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan



Hal-hal yang perlu dilaporkan;
- Tidak hal yang perlu dilaporkan

7. Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan dengan alokasi anggaran
Rp. 45.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 44.882.500,- (99,74 %) digunakan
untuk penaangan penyakit hewan kambing 1.250 ekor dan sapi 180 ekor.
Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

. Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan alokasi anggaran Rp.
16.835.000,- dan realisasi anggaran Rp. 16.835.000,- (100 %) digunakan untuk
pemantauan dan pemeriksaan bahan asal hewan (BAH) dan pembinaan terhadap
pelaku usaha BAH.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

D. Permasalahan dan Solusi.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja, program, kegiatan

sebagai berikut :

1.

Inventaris barang milik pemerintah yang menyangkut status hibah tanah Kantor Dinas
Pertanian Perkebunan dan Kehutanan proses hibah belum selesai.
Kekurangan Staf Teknis dan Administrasi untuk Pengelolaan UPTD Perbenihan, dan
UPTD UPTD Wilayah, serta Staf Teknis di masing—masing bidang.

Adanya serangan hama penyakit tanaman, serta bencana alam akibat anomali iklim.

E. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu dilaporkan



BAB V.
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
Penyelenggaraan tugas pembantuan (TP Kabupaten ) yang diterima pada Dinas Pertanian
Tahun 2017 dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Ditjen Hortikultura Kementrian
Pertanian Republik Indonesia sebanyak 1 Kegiatan dengan Jumlah Anggaran Rp.
3.105.000.000,- dengan realisasi Rp. .............. (eeveeenes % ).
1. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
a. Dasar Hukum
Nomor : SP DIPA- 018.04.4.039670/2017 Tanggal 07 Desember 2017
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jendral Hortikultura Kementrian Pertanian Republik Indonesia
c. OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan
Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Produksi dan Nilai
Tambah Hortikultura. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan Produksi
Sayuran dan Tanaman Obat. Kawasan Aneka Cabai 100 ha, cabai besar 75 ha
(Kawasan cabai besar 72 ha, cabe besar pekarangan 3 ha) dan cabai rawit 25 ha
ha (Kawasan cabai rawit 24 ha, cabe rawit pekarangan 1 ha).
1) Kelompok penerima :
a) Kawasan cabai besar 72 ha : 18 kelompok tani, 9 kecamatan
b) Kawasan cabai rawit 24 ha : 6 kelompok tani, 3 kecamatan
c) Cabe besar pekarangan 3 ha : 27 kelompok wanita tani/TP PKK Desa, 16
kecamatan
d) Cabe rawit pekarangan 1 ha: 13 kelompok wanita tani/TP PKK Kecamatan,
TP PKK Desa, 12 kecamatan
2) Bantuan:
a). Bantuan alat mesin pertanian dan mulsa :
- Cultivator 29 unit (Kawasan Aneka Cabai)
- Pompa air 29 unit (Kawasan Aneka Cabai)
- Handsprayer 27 unit (Kawasan Aneka Cabai)
- Mulsa 1152 roll (Kawasan Aneka Cabai)
b) Bantuan Sarana Produksi :
- Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai (benih cabai besar 792 saset,
benih cabai rawit 264 ssaset, pupuk hayati 960 liter, pupuk NPK 43.200
kg, pupuk kalium nitrat 3.210 kg, pupuk kalium phosphat 3.210 kg,
pupuk daun 2.832 kg, pupuk bunga 2.832 kg, kapur pertanian 68.400
kg, trichoderma 384 kg, sex feromon 960 botol)



b.
c.
d.

- Sarana Produksi cabe rawit pekarangan (bibit cabe rawit 34 baki, media
tanam dalam polibag 10.000 polibag, benih cabai rawit 3 saset, polibag
semai 6 kg, polibag besar 27 kg)

- Sarana Produksi cabe besar pekarangan (bibit cabe besar 180 baki,
polibag besar 189 kg, pupuk organik 32.755 kg)

Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana : APBN Tahun 2017

Jumlah anggaran : Rp 2.865.000.000

Realisasi anggaran : Rp 2.861.494.100 (99,88%)

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup memadai
Permasalahan dan solusi : tidak ada

Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan : tidak ada

2. Program Pengembangan Tanaman Lada

a.

e.

f.

g.

Dasar hukum
DIPA Ditjen Perkebunan Nomor : SP DIPA-018.05.4.039153/2017 tanggal 16
Agustus 2017.
TP Provinsi Jawa Tengabh.
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :
Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian
Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya :
Kegiatan Perluasan Tanaman Lada : 30 ha
1) Kelompok penerima : 2 klp tani dan 1 gapoktan
Kelompok Tani Tunas Kencana Desa Larangan Kecamatan Pengadegan 15
ha, Gapoktan Marsudi Tani Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong 5 ha,
Kelompok Tani Ngudi Rejeki Desa Kejobong Kecamatan Kejobong 10 ha.
2) Bantuan:
- Bibit tanaman lada 48.000 batang
- Pupuk organik 18.000 kg
- Pestisida 30 liter
Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dana : APBN TP Provinsi Tahun 2017
Jumlah anggaran : Anggaran di Provinsi
Realisasi anggaran : Anggaran di Provinsi
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup memadai
Permasalahan dan solusi : tidak ada

Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan : tidak ada

3. Program Pengembangan Tanaman Nilam

a.Dasar hukum
DIPA Ditjen Perkebunan Nomor : SP DIPA-018.05.4.039153/2017 tanggal 16
Agustus 2017.
TP Provinsi Jawa Tengah.

b.Instansi Pemberi Tugas Pembantuan



Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian
c. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya :
Kegiatan Penanaman Tanaman Nilam : 25 ha
3) Kelompok penerima : 1 kip tani dan 1 gapoktan
Gapoktan Among Tani Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari 15 ha dan
Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Candinata Kecamatan Kutasari 10 ha.
4) Bantuan:
- Bibit tanaman lada 250.000 batang
- Pupuk organik 100.000 kg
d. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber dana : APBN TP Provinsi Tahun 2017
Jumlah anggaran : Anggaran di Provinsi
Realisasi anggaran : Anggaran di Provinsi
e.Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup memadai
f. Permasalahan dan solusi : tidak ada

g.Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan : tidak ada

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
a. Dasar Hukum
Nomor: SP DIPA — 018.08.4.039067/2017 Tanggal 07 Desember 2017
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian Republik
Indonesia
c. OKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan
Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga
d. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya,
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- Pengeloaan Air Irigasi untuk Pertanian
- Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
- Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana : APBN Tahun 2017
Jumlah anggaran : Rp. 1.66.580..000,-
Realisasi TRP. (99,9 % ).

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan cukup memadai
g. Permalahan dan solusi tidak ada

h. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan tidak ada

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
a. Dasar Hukum
DIPA Ditien Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia Nomor
018.08.4-039158/2015 Tanggal 6 Maret 2016



b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia

c. SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

d. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya
Program yang dilaksanakan adalah Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian, kegiatan vyang dilaksanakan adalah
rehabibiltasi/pembangunan kontruksi jaringan irigasi dan insentif kerja seluas 1.200
ha, pengembangan optimasi lahan tanaman pangan 1.000 ha, optimasi lahan
mendukung upsus 1.000 ha, pengembangan SRI 1.000 ha, alsintan combine
harvester 17 unit, corn sheller 10 unit, traktor roda dua 22 unit, pompa air 3 unit, RMU
2 unit, pendampingan penyaluran pupuk, dan PUAP.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana : APBN Tahun 2016
Jumlah anggaran  : Rp. 3.181.620.000,-
Realisasi : Rp. 3.081.355.550,- (96,85 %)

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan cukup memadai
g. Permalahan dan solusi tidak ada

h. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan tidak ada.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan



BAB VI.
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Kerjasama Antar Daerah

Tahun 2017 OPD Dinas Pertanian tidak melaksanakan kerjasama antar daerah.

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
1. Kebijakan dan Kegiatan
Perjanjian antara Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian dan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga tentang Penyediaan Benih,
Pengawalan Teknologi Perbenihan, Budidaya, Panen dan Pasca panen, Penguatan
Kelembagaan Petani dan Pengelolaan Rantai Pasok Stroberi di Kabupaten
Purbalingga.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
a) Mitra yang diajak kerjasama
Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hortikultura Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
b) Dasar hukum
Perjanjian Kerjasama No. B-34/1/Balitjestro/I.3.4/HM.240/01/2015
c) Bidang Kerjasama
Penyediaan Benih, Pengawalan Teknologi Perbenihan, Budidaya, Panen dan
Pasca panen, Penguatan Kelembagaan Petani dan Pengelolaan Rantai Pasok
Stroberi di Kabupaten Purbalingga
d) Nama Kegiatan
Penyediaan Benih, Pengawalan Teknologi Perbenihan, Budidaya, Panen dan
Pasca panen, Penguatan Kelembagaan Petani dan Pengelolaan Rantai Pasok
Stroberi di Kabupaten Purbalingga
e) Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Purbalingga dan dibebankan pada
Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Stroberi dengan jumlah anggaran
Rp. 100.000.000,-
f) Jangka Waktu Kerjasama
Perjanjian kerjasama berlaku selama 2 tahun terhitung sejak 1 Januari 2015 dan
berakhit tanggal 31 Desember 2016
g) Hasil (Output) dari Kerjasama



- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja pendampingan perbenihan, budidaya,
panen dan pasca panen, penguatan kelembagaan dan pengelolaan rantai
pasok stroberi di Kabupaten Purbalingga

- Penyediaan benih stroberi bebas virus V1 melalui meristem culture sebanyak
1000 bibit

- Workshop dan pelatihan perbenihan serta budidaya stroberi

h) Permasalahan dan Solusi tidak ada
i) Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan tidak ada

3. Permasalahan dan solusi tidak ada

C. Kordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Dinas Pertanian melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dengan
Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga;
Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian mendukung Perkebunan di Kabupaten
Purbalingga, a. Kelompok Tani Bina Mulya Desa Pagerandong Kecamatan Mrebet, 50
Persil
a. Kelompok Tani Budi Waluyo, Desa Langkap Kecamatan Kertanegara, 50 Persil
b. Kelompok Tani Sida Waluyo, Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara, 100

Persill

c. Kelompok Tani Tegal Makmur Desa Tlagayasa, Kecamatan Bobotsari, 50 Persil

d. Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Candinata Kecamatan Kutasari, 50 Persil

2. Dinas Pertanian dengan Komandan Distrik Militer ( KODIM ) 072 Purbalingga dalam

rangka Pelaksanan Program UPSUS Pajale

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Pada Tahun 2017 Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga tidak terjadi bencana baik
kekeringan maupun banijir.
a. Bencana yang terjadi dan penanggulangan, -
b. Status bencana (nasional,regional/provinsi atau lokal/kabupaten/kota) Sumber dan
jumlah anggaran
c. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana Kelembagaan yang
khusus dibentuk menangani bencana (apabila ada)

d. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi



BAB VII.
PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Dinas Pertanian
Kabupaten  Purbalingga Tahun 2017 dibuat untuk  mencukupi  Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Bupati
Purbalingga kepada Menteri Dalam Negeri Republlik Indonesia melalui Gubernur Jawa
Tengah tentang laporan ILPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada
masyarakat.

Atas perhatiannya kami sampaikan banyak terimakasih dan untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Ir. LILY PURWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19590614 198603 2 005




PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PERTANIAN

JI. Letjen S. Parman No. 95 Telp. / Fax. (0281) 891011 Purbalingga 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 050/ 116 /TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA,LKPJ DAN LAKIP
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN LAPORAN KINERJA
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Menimban
g

Mengingat

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA

a.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD pada Dinas Pertanian Kabupaten
Purbalingga, perlu menunjuk Tim penyusun Renstra, LKPJ dan LKJIP;

Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk
pelaksaanya perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian
Perkebunan dan Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Nomor 42 Tahun 1950)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125) Tambahan Lembaran Negara
Rl No. 4437, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4493);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republi Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 27
Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;

Pertaruran Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember
2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017,

MEMUTUSKAN

Menunjuk Tim penyusun Renstra, LKPJ dan LKJIP pada Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 sebagaimana Keputusan ini .

Dalam menjalankan tugasnya Tim penyusun Renstra, LKPJ dan LAKIP
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan
pada kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdaoat kekeliruan, akan dibetulkan kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 14 Januari 2017

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Ir. LILY PURWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19590614 198603 2 005

Tembusan Kepada Yth. :

NogkrwNE

Bupati Purbalingga;

Wakil Bupati Purbalingga;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;

Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
Kepala BAKEUDA Kabuppaten Purbalingga;

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Purbalingga;
Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Purbalingga;
Yang bersangkutan.




Lampiran
Pertanian
Purbalingga
Nomor
Tanggal :

Surat Keputusan Kepala

Dinas
Kabupaten

: 050/116 / Tahun 2017
14 Januari 2017

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA,LKPJ DAN LAKIP
KEGIATANPENYUSSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN
LAPORAN KINERJA SKPD PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

JABATAN
NO. NAMA / NIP
DALAM DINAS DALAM TIM
1 | Ir. Lily Purwati Kepala Dinas Pertanian Ketua
19590614 198603 2 005
2 Retnaningrum, SE Sekretaris DINPERTAN Sekretaris
19630309 198903 2 004 Kabupaten Purbalingga
3 | Ir. Karwan, MP Kabid Tanaman Pangan Anggota
19620623 199403 1 003 DINPERTAN Kabupaten
Purbalingga
4 | drh Maria Sri Maharsi Kabid Peternakan Anggota
Waulan DINPERTAN Kabupaten
19640814 199203 2 009 Purbalingga
5 | Ir. Joko Sagastono Kabid Perkebunan dan Anggota
19601028 198903 1 007 Hortikultura DINPERTAN
Kabupaten Purbalingga
6 | Widodo, SH Kasubag Anggota
19600214 198303 1 011 PerencanaaNDINPERTAN
Kabupaten Purbalingga
7 | Sri Raharti, BSc Kasubag Umum DINPERTAN Anggota
19631020 198903 2 007 Kabupaten Purbalingga
8 | Noor Laeli Yuniastuti, SP Kasi Produksi Bidang Anggota
19710619 199703 2 003 Perkebunan dan Hortikultura
DINPERTAN Kab. Purbalingga
9 | Sri Usdiningsih, SE Kasubag Keuangan Anggota
19600922 198103 2 006 DINPERTAN Kabupaten
Purbalingga
10 | Siti Maelina N ,A,Md Staf Bidang Tanaman Pangan | Anggota
19870513 2010 01 2 014 DINPERTAN
Kabupaten Purbalingga
11 | drh Rizka Abdur Razak Staf Bidang Peternakan Anggota
19840216201001 1 017 DINPERTAN Kabupaten
Purbalingga
12 | Sri Rohmawati Staf DINPERTAN Anggota
19660316 1986032 005 Kabupaten Purbalingga
13 | Ir. Adi Waluyo Staf DINPERTAN Anggota

19661127 199403 1 005

Kabupaten Purbalingga

]
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14 | Andi Bunyamin Staf DINPERTAN Anggota
19700614 201406 1 001 Kabupaten Purbalingga
15 | Sri Handyani Staf DINPERTAN Anggota
19650325 198610 2 003 Kabupaten Purbalingga
16 | Pudjiarto, S.ST Staf DINPERTAN Anggota
19620203 198403 1 006 Kabupaten Purbalingga
17 | Galih Nirmala, SE Staf DINPERTAN Anggota
19850113 200903 1 016 Kabupaten Purbalingga
18 | Suwarno Staf Bidang perkebunandan Anggota
19600907 199203 1 004 Hortikultura DINPERTAN
Kabupaten Purbalingga
19 | Endro Sugiharto, S.ST Staf DINPERTAN Anggota
19610918 198903 1 006 Kabupaten Purbalingga
20 | Florentina Sekar PS, M.Sc | Staf DINPERTAN Anggota
19860426 201001 2 011 Kabupaten Purbalingga
21 | Widodo, WN, SP Staf DINPERTAN Anggota
19730826 201406 1 001 Kabupaten Purbalingga
22 | Sumirah Staf DINPERTAN Anggota

19620908 199103 2 003

Kabupaten Purbalingga

]

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Ir. LILY PURWATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590614 198603 2 005
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